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ABSTRAK

Kecamatan dibentuk di wilavah kabupaten'kota dengan  Peraturan  Daerah
werpedoman pads Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat, Camat
memiliki kedudukan tersendini dalam system penyelenggaraan pemerintahan dacrah dan
dalam pelaksansan mgasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang pemenintahan
darl Bupath/Walikota.

Ini sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah, sebagal undang-undang yang mengpantikan undang- undang nomor 3 tahun
1974 dalam pasal 66 dan sekarang digantikan dengan undang-undang nomer 32 tahun
2004 tentang pemerintahan dacrah, Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode
penelitinn kualitatif dengan pendekatan Hukum Sosiologi. Penclitian ini menggunakin
data sckunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer sebagai data
Lz,

Adapun tugas Camat sebagai perangkat duerah secara hukum menuril pasal 126
avat 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalab: Menghoordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggarian ketentraman dan
ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan dun penegakan peraturan perundang-
undangan, Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan lasilitas pelayanan umum,
Menpkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,
Membina penvelenggarsan pemerintohan desa danfatau kelurahan, Melaksanakan
nelavanan masyarakat yang menjadi roang lingkup tugasnya danfatau yang belum dapal
dilaksannkan pemeriniahan desa ataw kelurahan.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses peraliban dari system  dekosentrasi kesistem  deseniralisasi discbut
pemerintah dacrah dengan otonomi. Otonemi adalah penyerahan uresan pemerintah
kepada pemerintah daerah vang bersifat operasional dalam rangka system hirokrasi
pemerintahan. Tujuan otonomi dacrah adalah untuk mencapai cfektititas dan efisiens
dalam pelayanan kepada :'J‘Iﬂﬁ:r'ﬂ.t‘ﬂ]im.l

Tujuan vang hendak dicapai dalam penyerahan lugas ini amtara lain menumbuh
kembanpkan daersh dalam berbagal hidang, meningkutkan pelayanan kepada enasyarakal.,
menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses
F-:T['!'LIITJbLIhELI‘II-I

Untuk mencapai ite semua pemerintah pusat mempunyai perpanjangan langan
eniuk melaksanakan tugas-tugasnya Ji daerah yang dinamakan dengan peranghat dacrah,
Perangkat dacrah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah  dacrah  yang
sertangoung jawab kepada kepala dacrah dan membantu kepala daerah (Guhernur dan
supati! walikota) dalam penyelenggaraan pemerintaban.

Pada dasurnya perangkat dacrsh terdied atas scerelariat daerah, dinas duerah,
‘=mhaga teknis daerah dan lainnya sesuai dengan l-:n:butuh:;.ﬂ daerah. Susunan organisasi
~eranghat dacrah ditetapkan dengan peraturan daerah sespai dengan pedoman yang

Etetapkan oleh pemerintah (peraturan pemerintah).

=AW, Widjaja, Paelenggaradn Otoncmi DF ndoncsia, Jakara: Raja Grafindn Persada, 20035 hal 17

“gead hal 17




Atas dasar itu kemudian dikeluvarkan undang- undang Nomor 32 Tahun 204
tentang otenomi daergh memberikan wewenang vang luas kepada dacrah untuk mengatur
dan melaksanakan pemerintahan daerah atas prakasa sendiri sesusi dengan kepentingan
masvarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya
merupakan upaya untuk membanty pelaksansan tugas dari pemerintahan kabupaten/kota.
Kewenangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksmaan, pengawasan dan evpliunsi pada
semus aspek pemerintahan desa.

Undane- undang Republik Indonesia nomor 32 tentang otonemi daerah pasal 120
ayat 1 dan 2 memperkuat tentang perangkat dacrah yang berbunyi menvatakan hahwa
seranpkat dacrah propinsi terdit atas sekretariat dacrah, sekretariat DPRD, dinas daerab
dan lembaga teknis daerah (syat 1) dan perangkat dacrah kabupalen/hots terdirl atas
seeretariat daeral, sckrotariat DPRD, dinas daerah. lembaga teknis daerah, kecamatan
dan kelurahan {ayat 2).

Keenmatan  dibemiuk di - wilavah  kabupatenfota  dengan  Perturan  Daerah
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat. Camal
memiliki kedudukan tersendini dalam system penyvelenpgaraan pemerintahian dacrah dan
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagal wewenang pemerintahnn
dart BupatiWalikota, Maksud dari pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan
tersebut,  karepa  kedudukan  Camatl  telah hﬂl'l.ﬂ.'lﬂh. sehagai perangkat  dacrah
kabupatenkota, dan bukan lagh sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat wilayah.
Schinges dalam penyelenggaraan ugas dan fungsinya haros berdasarkan pelimpahan

schapian kewenangun dari pemerintah daerah kabirpaten! kot

AW Widigy Tirk Berat Otonemi pada Dacrah Tingkat I Tnkarta T RajaGrafindo Persada. 1994,
=1 ]




BAB TV
PENUTUP
A, Kesimpulan
b, Tugas camat sebagm perangkat daerah setelab dipndangkannya Undang- Undang
nofnor 32 tabun 2004 dan penerapannya di Kecamatan Pauh Kota Padang adalah
memimpin, mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  tugns-  mpes  amom
pemerintahan  sesuai  dengan kewenangan  sertz melaksanakan  kewenangan

pemerintahan vang dilimpahkan oleh Walikota Padang,

-3

Permasalahan vane dibadsp Pemerintahan Kecamatan Pach Kota Padang sewelah
diundangkannys Unidang- Undang nomor 32 1aghun 2004 adalal korspgnyo
koordinasi anfara seliap seklor pemerintahan dalam  Kecamatan Pauh Kota
Padang. rendzhnya sumber daya manusia dan aparalur pemerintghan, rendanhnys
partisipasi atau kesadaran hukum masvarakal dalam membaniu mewojedkan
pelavanan publik vang batk. seperti banyaknva aturan vang dilangear atau
divbaikan oleh masvarakat, serla adanya sikap antipati atau ketidak pedolian dar
pemerintahan desa techadap pemerintahan Kecamatan pauh Kota Padang, sebagai
bentuk hubungan strukiural dan fungsional antara kedua sekior pemerintabon
terselt.
B. Saran

l. Banyaknya tugas dan fungsi kewenangan vang dimilki oleh pemerintahan
Kecamalan Pauh Kota padang, harus lebih diawasi dan dikontrol secara rutin dan

terpandu oleh Permerintaban Kecamatan Pavh, termasuk masyarnkat, schingzn
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